BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut:
5.1.1. Potensi aparat Satpot terhadap penanganan penertiban PKL Kecamatan

Tilamuta Kabupaten Boalemo

Penertiban PKL menjadi pekerjaan pokok, sehingganya dalam penertiban PKL
pemantaun yang dilakukan oleh Kasatpol PP sangat penting agar anggota Satpol PP Takut
berbuat kasar pada PKL dan Para PKL juga merasa dihargai dikarenakan kehadiran
Kasatpol, dan juga dikarenakan hal ini merupakan strategi yang dimainkan Satpol PP agar
penertiban bisa berjalan lancar dan tidak terjadi bentrok antara Satpol PP dan Pedagang Kaki
Lima, agar para PKL bersedia dipindahkan ketempat yang telah disediakan, hal ini
dimaksudkan untuk mencegah agar tidak bertambahnya PKL yang baru, sehingganya
pembinaan dan pelatihan yang diberikan pada Satpol PP dimksudkan agar ketika melakukan
penertiban anggota Satpol PP sudah bisa mengetahui apa yang harus mereka lakukan sesuai
dengan petunjuk dan instrumen Penertiban, agar bisa membuat para PKL tidak lagi berjualan
ditempat yang tidak diperuntukan sebagai lokasi berjualan agar tercipta ketentraman,
kenyamanan, dan ketertiban umum di Kecamatan Tilamuta.
5.1.2. yang menjadi hambatan penanganan penertiban Satpol terhadap PKL Di

Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

Kurangnya sarana prasarana seperti ketika Satpol PP melakukan penertiban, tidak

dilengkapi dengan tameng atau pentungan, sehingga perlawanan yang dilakukan oleh para



PKL tidak bisa dihindari dan akhirnya memancing emosi Polisi Pamong Praja dikarenakan

masih kurangnya pelatihan yang diberikan pada Polisi Pamong Praja, sehingga penertiban

PKL belom bisa berjalan dengan baik, sehingganya kelengkapan sarana prasarana dan

kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Penertiban Pedagang

Kaki lima.

5.1.3. Upaya yang dilakukan satpol dalam mengatasi hambatan dalam penanganan
penertiban PKL Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
Satpol PP sudah berupaya melakukan yang terbaik dengan melakukan penertiban

terhadap PKL untuk nantinya Direlokasi ketempat yang telah disediakan agar lebih mudah
menata dan mengatur Pedagang Kaki Lima agar tidak menggangu arus jalan raya dan
ketertiban umum, sehingganya untuk menghindari kelebihan kapasitas tempat berjualan PKL
maka dibuatlah shift atau jadwal bergantian, dengan membuat Pos pengaduan agar Satpol PP
dapat mengontrol Para PKL demi ketertiban umum.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Tilamuta hendaknya bisa
lebih tegas dalam menertibkan PKL agar PKL mau ditata dengan baik dan rapi agar
tercipta kenyamanan dan ketertiban umum.

2. Bagi pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan peraturan dan melakukan sosialisasi

agar para Pedagang Kaki Lima mengetahui secara pasti mana yang boleh dilakukan dan
tidak boleh dilakukan, dan juga melengkapi sarana dan prasarana guna memperlancar

proses penertiban PKL.



Bagi PKL di kecamatan Tilamuta hendaknya menaati peraturan-peraturan yang berlaku
demi kepentingan bersama.
Bagi penelitian berikutnya semoga ada pengkajian mengenai penertiban PKL dan

penataanya, sehingga bisa diketahui cara menertibkan PKL dengan baik dan benar.
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